KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 174 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Gorontalo membentuk dan mengangkat
keanggotaan Unit Pengendali Gratifikasi Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

b. bahwa dalam rangka mendukung program Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk
mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Gorontalo, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit
Pengendali Gratifikasi;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
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Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 172);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun
2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun
2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional -
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  PROVINSI
GORONTALO TENTANG SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.
Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana
tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi,
kegiatan dan menjalankan prosedur penanganan laporan
gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, untuk
penyampaian laporan dapat menggunakan  formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU,
menyampaikan Laporan kepada Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, antara
lain:
a. Laporan Rekapitulasi Penanganan; dan
b. Tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan

pemberian Gratifikasi dengan menggunakan formulir

Model PG-S.
Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor
73/HK.03.1/75/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas
Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.
SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 174 TAHUN 2025
TENTANG SATUAN TUGAS  UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KEDUDUKAN DALAM
SATUAN TUGAS

NO NAMA JABATAN

) Ketua Komisi Pemilihan
1. | Sophian Rahmola Pengarah
Umum Provinsi Gorontalo

Anggota Komisi Pemilihan
2. | Risan Pakaya o Pengarah
Umum Provinsi Gorontalo

. Anggota Komisi Pemilihan
3. | Hendrik Imran o Pengarah
Umum Provinsi Gorontalo

Anggota Komisi Pemilihan
4. | Opan Hamsah o Pengarah
Umum Provinsi Gorontalo

) Anggota Komisi Pemilihan
S. | Roy Hamrain o Pengarah
Umum Provinsi Gorontalo

Sekretaris Komisi
6. | Marleni Makuta Pemilihan Umum Provinsi Ketua
Gorontalo

Kepala Bagian yang
melaksanakan tugas,

fungsi, dan kewenangan di

7. | Muthia Usman bidang Teknis Sekretaris
Penyelenggaraan  Pemilu
dan Hukum

8. | Idham Mantali Pelaksana Tugas Kepala Anggota
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KEDUDUKAN DALAM
SATUAN TUGAS

NO NAMA JABATAN

Bagian Keuangan, Umum,

dan Logistik

Kepala Bagian yang
melaksanakan tugas,
fungsi, dan kewenangan di
_ ) bidang Perencanaan, Data,
9. | Fadli H. Alamri ) o Anggota
Informasi, Partisipasi,
Hubungan Masyarakat,
dan Sumber Daya
Manusia

Abd. Talib Husain Pejabat Fungsional Ahli
10.| Anggota
Tilahunga Madya

Pejabat Fungsional Ahli

11.| Sjukri Hala Anggota
Madya

_ Kepala Sub Bagian
12. | Idham Mantali Anggota
Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum
13. | Rengga A. Gobel Anggota
dan Logistik

Kepala Sub Bagian yang
melaksanakan tugas,
14. | Hendrawati Saliko fungsi, dan kewenangan di Anggota
bidang Teknis

Penyelenggaraan Pemilu

Kepala Sub Bagian yang

. melaksanakan tugas,
Sri Suwasti Susanti
15. fungsi, dan kewenangan di Anggota
Buyung :
bidang Perencanaan, Data,

dan Informasi

Kepala Sub Bagian yang
melaksanakan tugas,
16. | Yulia Stevia Gaib fungsi, dan kewenangan di Anggota
bidang Partisipasi,

Hubungan Masyarakat,

jdih.kpu.go.id / gorontalo




KEDUDUKAN DALAM
NO NAMA JABATAN
SATUAN TUGAS

dan Sumber Daya
Manusia
Kepala Sub Bagian yang

. melaksanakan tugas,

17.| Ramla Domili ) ) Anggota

fungsi, dan kewenangan di
bidang Hukum

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
syarakat, Hukum dan SDM
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 174 TAHUN 2025

TENTANG  SATUAN TUGAS  UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO

FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
KPU PROVINSI GORONTALO

. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di
Lingkungan KPU Provinsi Gorontalo;

. melakukan koordinasi dengan UPG dalam hal pencegahan gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam hal pencegahan Gratifikasi
di Lingkungan Provinsi Gorontalo;

. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;

. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek
pelaporan penerimaan Gratifikasi;

menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi
dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.

. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo kepada UPG Komisi Pemilihan
Umum setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;

. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari
Jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,
PPS dan KPPS;

menyampaikan laporan berkala kepada UPG Komisi Pemilihan Umum
tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi
dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS; dan melaksanakan tugas
ketatausahaan UP.
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KEGIATAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)

KPU PROVINSI GORONTALO

. upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan

ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas)
pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak
pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam
proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang
disampaikan kepada Lingkungan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
atau Pihak Ketiga lainnya,;

. memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan Pihak Ketiga terkait dengan

adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;

. menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota untuk mensosialisasikan peraturan
yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak

terkait.

PROSEDUR PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI

. Penerima dan Penolak Gratifikasi harus melaporkan kepada UPG paling

lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan
Gratifikasi, dengan menggunakan formulir Model PG-l, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini;

. UPG melakukan reviu laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi

dan menyampaikan usulan penanganan laporan Gratifikasi kepada
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja sejak laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi diterima;

. UPG melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi:

1) lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan
Gratifikasi dan lembar Rekapitulasi Penanganan dengan
menggunakan formulir Model PG-3, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini;

2) Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan

dengan menggunakan formulir Model PG-4, sebagaimana tercantum
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dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM

.
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—_

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 174 TAHUN 2025

TENTANG  SATUAN TUGAS  UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

MODEL PG-1 :

MODEL PG-2 :

MODEL PG-3 :

MODEL PG-4 :

. MODEL PG-5

LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI.
LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.

LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI
PENANGANAN ATAS PELAPORAN PENERIMAAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI GORONTALO

LEMBAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELAPORAN
PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.

NOTA DINAS LAPORAN PENANGANAN DAN TINDAK

LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN, PENOLAKAN, DAN PEMBERIAN

GRATIFIKASI
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MODEL PG-5

-6-
NOTA DINAS
Kepada : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Dari : Unit Pengendalian Gratifikasi
Tanggal
Nomor
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan,

Penolakan, dan Pemberian Gratifikasi

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, dengan ini kami
sampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan,
Penolakan, Pemberian dan Permintaan Gratifikasi, vaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan

Tempat Penerima | Hubungan Bentl__lk/ Kegiat Penetapan
- . Jenis dalam rangka =
Penerimaan | /Pelapor | Pemberi . . . Kepemilikan
Gratifikasi | Penerimaan
No. z
Waktu Penanganan Tindak
" Jabatan | Pekerjaan | Nilai (Rp) Pelaporan Lanjut
Penerimaan .
Penerimaan | Pemanfaatan

2. Penerimaan
Tempat Pelapor/Pemberi | Hubungan | Bentuk/Jenis Kegiatan dalam

Penolakan Gratifikasi Pemberi Gratifikasi rangka penerimaan
No. Waktu s yang ditolak
. Jabatan Pekerjaan Nilai (Rp)
Penerimaan

3. Pemberian Gratifikasi

Pelapor/ Kegiatan
Tempat e el Hubungan | Bentuk/Jenis Dalam
. Pemberi ) ) : )
Pemberian Gratifikasi Pemberi Gratifikasi Rangka Pemberian
No. Pemberian | Sah/Tidak
Anggaran Sah
Wa-ktu Jabatan Golongan Nilai (Rp) Pembiayaan
Penerimaan Penerima .
Pemberian

Unit Pengendali Gratifikasi
Tanda Tangan

(Nama Jelas)

: . : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

PROVINSI GORONTALO
_~ an Teknis Penyelenggaraan

‘s:pam dan Hubungan
ALy dan: 30M. SOPHIAN RAHMOLA
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